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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik penelitian yang

dilakukan di lapangan dan studi kepustakaan serta hasil analisis pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian
sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna parfum refill tanpa
label komposisi yang mengalami kerugian karena ketidakjelasan
informasi pada kemasan, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen terdapat hak konsumen yang dilindungi
yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengonsumsi  barang dan/atau jasa serta hak untuk mendapatkan
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada
konsumen yang mengalami kerugian ada 2 (dua) yaitu bersifat preventif
yang merupakan bentuk perlindungan hukum dengan mencegah
terjadinya pelanggaran seperti adanya ketentuan mengenai kewajiban dan
larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau dapat pula dengan

pengawasan. Bersifat represif yaitu upaya penyelesaian sengketa
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konsumen serta adanya penjatuhan sanksi berupa denda, penjara, dan
sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha.

2. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha parfum refill adalah
pertanggungjawaban secara mutlak apabila terjadi kerugian pada konsumen
pengguna parfum refill yang diperdagangkannya karena terdapat unsur
kelalaian pelaku usaha yaitu tidak mencantumkan label komposisi pada
kemasan. Hal tersebut telah melanggar standar untuk memperdagangkan
suatu produk, namun pelaku usaha parfum refill belum sepenuhnya
memberikan pertanggungjawaban atas produk yang dijual. Hal ini terjadi
karena kurangnya pengawasan serta pemberitahuan dari pihak-pihak terkait

pada pelaku usaha.

B. Saran
1. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait seperti Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK), dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
(LPKSM) perlu melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif
terhadap pelaku usaha parfum refill khususnya di wilayah Sleman, sehingga
pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya baik dari operasional
dan sistematika kegiatan usaha sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku
di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

serta agar dapat meminimalisr kerugian-
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kerugian yang diderita konsumen akibat praktik bisnis yang tidak sehat
dari pelaku usaha.

Pelaku usaha parfum refill dalam menjalankan usahanya perlu
menunjukkan itikad baik serta harus memperhatikan aturan-aturan yang
berlaku dalam melakukan bisnisnya seperti hak-hak konsumen dan
kewajiban pelaku usaha yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen diharapkan lebih teliti dan cermat dalam membeli parfum
refill dengan mencari informasi mengenai produk dan melakukan
pengecekan kembali sebelum memutuskan untuk membeli parfum refill
serta memiliki keberanian untuk  memperjuangkan hak-haknya.
Konsumen dapat melakukan pelaporan ke lembaga atau instansi yang
berwenang seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN),
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan instansi-instansi terkait
lainnya. Hal ini bertujuan selain untuk melindungi hak konsumen
perorangan tetapi juga akan memberikan pemahaman hukum

perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha lainnya.
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